
 

 

 

 

 

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH 

NOMOR:16/PW.01-Kpt/11/Prov/VII/2021 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT   

PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH 

 

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,  

 

 

Menimbang  : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang 

efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen 

Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam rangka 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan 

pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim 

Penanganan Pengaduan Masyarakat Komisi 

Independen Pemilihan Aceh; 

c. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh 

Nomor  13/PW.01-Kpt/11/Prov/VI/2021 tentang 

Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan 

Masyarakat pada Komisi Independen Pemilihan Aceh, 

perlu diadakan perubahan terhadap susunan Tim 

Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi 

Independen Pemilihan Aceh;      

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, 

perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen 

Pemilihan Aceh tentang Pembentukan Tim 

Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi 

Independen Pemilihan Aceh; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat 

dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3866); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan 

Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6250); 

  6.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang 

Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat 

Bagi Instansi Pemerintah; 

Peraturan . . . 
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  7.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236); 

  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 

 

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN 

PENGADUAN MASYARAKAT PADA KOMISI INDEPENDEN 

PEMILIHAN ACEH.  

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat 

pada Komisi Independen Pemilihan Aceh, sebagaimana 

tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Komisi 

Independen Pemilihan Aceh sebagaimana dimaksud 

Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi: 

a. melakukan pencatatan terhadap pengaduan masyarakat 

yang diterima; 

b. melakukan penelaahan terhadap pengaduan 

masyarakat untuk selanjutnya dikelompokkan dalam 

dua kategori, yaitu berkadar pengawasan dan tidak 

berkadar . . . 
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